
 
 
 

 
WALIKOTA SURABAYA 

SALINAN 
 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR  32  TAHUN 2008  

 
TENTANG 

 
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS  

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGELOLA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terlaksananya 
tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, 
akuntabilitas dan partisipatif, perlu ditetapkan Pedoman Umum 
dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi 
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman 
Umum dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi 
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Daerah. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara   Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4287); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor  5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4574); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4614); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 
dan Barang Daerah; 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007; 

 
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Organisasi  Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D); 

 
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 
2/D); 

 
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya  Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D); 

 
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang 

Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D); 

 
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D); 

 
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2006 Nomor 3). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN 

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI 
PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.  

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
 
3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 
 
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 
daerah.  
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Pasal 2 
 

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah bagi Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dinyatakan dalam Lampiran  Peraturan Walikota ini. 
 
 

Pasal 3 
 
Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah bagi pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi pengelola Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah. 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2008. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Surabaya. 
 
 

Ditetapkan di  Surabaya 
pada tanggal 31 Juli 2008 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

BAMBANG DWI HARTONO 
Diundangkan di  Surabaya 
pada tanggal 31 Juli 2008     14 April 2008 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
SUKAMTO HADI 

 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 32 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum. 
Penata Tingkat I 
NIP. 510 124 857
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